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buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 
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lebih taat pajak di masa yang akan datang  

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 
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berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 
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Pembayaran pajak adalah sangat berperan saat ini dimana 

saat adanya pandemi Covid-19, negara Indonesia sangat 

membutuhkan keuangan sebagai penanggulangan belanja negara 

untuk kesehatan, ataupun bantuan biaya hidup masyrarakat 

Indonesia, pajak mempunyai fungsi budgetair dimana pajak 

berfungsi sebagai penerimaa negara. 

Fungsi mengeluarkan aturan perpajakan adalah untuk 

menerapkan kepastian kepada masyrarakat, selain itu pemerintah 

juga mempunyai fungsi mengatur belanja negara dan akan 

menggunakannya belanja negara tersebut dalam bidang sosial dan 

ekonomi di masyarakat. sehingga hal ini perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan termasuk peran orang pribadi dan badan 

sebagai wajib pajak sebagai wajib pajak yang ikut serta berpikir 

dalam hal kelangsungan hidup kesejahteraan masyarakat dan 

negara melalui pembangunan nasional. Untuk Keperluan atau 

kepentingan perpajakan, adanya suatu Undang Undang yang patut 

di laksanakan oleh setiap warga negara nya tanpa kecuali. 

Pengenaan pajak oleh pemerintah kepada masyrakat sebagai 

mana wajib wajib dipatuhi oleh wajib pajak harus mengikuti 

Undang Undang dan aturan pelaksaannya dibawahnya yang 

berlaku. Pada saat ditahun 2020 sd 2022 banyak sekali aturan pajak 

yang mengalami perubahan baik melalui PERPU ataupun melalui 

Undang Undang Harmonisasi perpajakan. 

  

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tentang tindak pidana menurut Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah 

Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan, sedangkan pembuat Undang-Undang 

merumuskan suatu Undang- Undang istilah delik 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindak pidana2. 

Untuk memahami pengertian tindak pidana terdapat 

beberapa pandangan mengenai arti tindak pidana, antara lain: 

1. Menurut UU HPP No. 7 tahun 2021 sebagaimana disebutkan 

GDODP� SDVDO� ��� DGDODK�� ´6HWLDS� RUDQJ� \DQJ� NDUHQD�

NHDOSDDQQ\Dµ 

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan 

yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 

1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana 

kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 

(satu) tahun.4 

  

TINDAK PIDANA 

PERPAJAKAN 
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A. Pengertian Korporasi 

Korporasi secara etimologis be-rasal dari kata 

´FRUSRUDWLRµ� \DQJ� GLDPELO� GDUL� EDKDVD� ODWLQ�� &RUSRUDWLR�

GLDUWLNDQ� NDWD� EHQGD� SDGD� SHQJJXQDDQ� NDWD� ´FRUSRUDUHµ� \DQJ�

NHVHKDULDQ�GDODP�SHPDKDPDQ�VHULQJ�GLVHEXW�VHEDJDL�´FRUSXVµ�

pada masa abad pertengahan dan mengandung makna Badan. 

Badan mempunyai makna adalah merupakan badan yang 

diciptakan oleh hukum dan karena pengaturannya diartikan 

sebagai legal entitas. Korporasi lebih dikenal sebagai Badan 

Hukum mempunyai sifat sebagai subjek Hukum, yang 

mempunyai hak-hak dan melakukan perbuatan hukum. 

Dalam bukunya Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa: 

´NRUSRUDVL� PHUXSDNDQ� VXDWX� EDGDQ� \DQJ� GLFLSWDNDQ� ROHK�

hukum. Badan yang GLFLSWDNDQQ\D� LWX� WHUGLUL� GDUL� ´FRUSXVµ��

yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan 

unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai 

suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan 

hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga 

GLWHQWXNDQ�ROHK�KXNXP�µ3HUVHURDQ�7HUEDWDV�DWDX�37��PHPLOLNL�

dasar hukum yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1): 

´3HUVHURDQ� 7HUEDWDV� - selanjutnya disebut perseroan adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI DALAM 

KOORPORASI 
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A. Upaya Hukum Ultimum Remedium Dalam Pidana Perpajakan  

Konsep Ultimum Remedium sesuai UU HPP di dalam 

pasal: ´� ayat (3) UU KUP ataupun penghentian penyidikan 

sesuai dengan pasal Pasal 44B UU KUP yang menyebutkan 

´ZHZHQDQJ� PHQWHUL� NHXDQJDQ� XQWXN� meminta jaksa agung 

menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan demi 

NHSHQWLQJDQ�SHQHULPDDQ�QHJDUD�µ 

Berdasarkan aturan perpajakan disebutkan bahwa wajib 

pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan akibat kealpaan 

(Pasal 38 UU KUP) diharuskan melunasi pokok pajak dan denda 

sebesar 1 kali dari pokok pajak yang kurang dibayar dan bagi 

wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan secara 

sengaja (Pasal 39 UU KUP) harus membayar pokok pajak 

ditambah dengan denda sebesar 3 kali pokok pajak yang kurang 

dibayar. 

Praktik adanya delik penyimpangan atau pelanggaran 

dalam bidang perpajakan (tax crime) terkadang adalah adanya 

keterlibatan di antara oknum petugas pajak, wajib pajak, dan 

konsultan pajak yang saling bekerja sama dan secara terencana 

melakukan tindak kejahatan seperti penggelapan, penghindaran, 

penyimpangan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal yang 

sebesar-besarnya atau untuk memperkaya diri sendiri. 

Kejahatan dalam bentuk kolusi ini terkadang di kenal 

GHQJDQ� WLQGDN�SHUEXDWDQ�´NHMDKDWDQ� OXDU�ELDVDµ� �extra ordinary 

crimes), karena adanya bagian bagian yang dengan sengaja 

UPAYA HUKUM 

DALAM 

PERPAJAKAN 
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Orang Pribadi yang bukan pengurus, baik sebagai karyawan 

ataupuna pihak lain dalam Perseroan Terbatas dapat dikaitkan 

dengan perbuatan tindak pidana pajak. Kejahatan di dalam bidang 

perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain tidak boleh terlepas dari 

ketentuan yang ditetapkan pada pasal 43 UU KUP karena secara 

tegas telah menunjuk apakah jenis kejahatan sebagaimana telah 

diatur di dalam pasal 39, pasal 39A, pasal 41A, dan pasal 41B UU 

KUP. Dalam praktiknya di dunia nyata, jenis tindak pidana pajak 

yang sering dilakukan dan merupakan suatu jenis Turut Serta / 

Deelneming adalah sebagai berikut: Tidak melaporkan penjualan 

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

Contoh suatu kejahatan perpajakan mempersulit kondisi 

perpajakan mereka dengan menambahkan biaya-biaya fiktif. Seperti 

contohnya dengan membuat kontrak management/technical/ 

consultant dengan suatu perusahaan satu grup di luar negeri untuk 

menimbulkan management fee/technical fee/consultant fee palsu. 

Namun sebenarnya, tidak ada jasa yang dilakukan atau suatu 

tindakan yang memerlukan pembayaran/fee. Selain dari itu ada 

juga jenis kegiatan fiktif lain yang seolah olah sebenarnya ada 

sesuatu yang dilakukan namun hanya menerbitkan atau 

menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang 

sebenarnya terjadi, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya 

dipotong atau dipungut Rekayasa restitusi PPN. Contoh lainnya 

yaitu perusahaan-perusahaan yang sengaja merekayasa dengan 

melibatkan transaksi dari pengusaha yang lain sebagai penjualan 

perusahaannya, kemudian akan mencari faktur pajak masukan 

PENUTUP 
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